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KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 15/HK.01.01/K.KH-08/08/2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEROLEHAN SALINAN
INFORMASI PUBLIK

DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menimbang : a. bahwa  dalam  rangka  memberikan  pelayanan  informasi

publik  yang  mudah,  cepat,  dan  tanpa  dipungut  biaya

sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

dan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf e, serta Pasal

38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan standar

biaya perolehan salinan informasi publik di lingkungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

b. bahwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

tentang  Penetapan  Standar  Biaya  Perolehan  Salinan

Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan  Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  251,

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
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5952);

2. Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang

Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2008  Nomor  61,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik

Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Menjadi

Undang-Undang;

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran Negara Republik

Indonesia  Tahun  2010  Nomor  99,  Tambahan  Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi  Informasi  Nomor 1  Tahun 2013 tentang

Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);

6. Peraturan Komisi  Informasi  Nomor 1  Tahun 2019 tentang

Standar  Layanan  dan  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa

Informasi  Pemilihan  Umum dan  Pemilihan  (Berita  Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);

7. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  10

Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik  di  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

1  Tahun  2022  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan  dan  Pelayanan  Informasi  Publik  di  Badan

Pengawas  Pemilihan  Umum,  Badan  Pengawas  Pemilihan

Umum  Provinsi,  dan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten/Kota (Berita  Negara Republik  Indonesia Tahun

2022 Nomor 17);
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8. Peraturan Komisi  Informasi  Nomor 1  Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

9. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  1

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum,  Sekretariat

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Provinsi,  Sekretariat

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten/Kota,  dan

Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN

STANDAR BIAYA DAN TATA CARA PEROLEHAN SALINAN

INFORMASI  PUBLIK  DI  LINGKUNGAN  BADAN  PENGAWAS

PEMILIHAN  UMUM  KABUPATEN  KOTAWARINGIN  TIMUR

TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi Publik di

Lingkungan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten

Kotawaringin  Timur  Tahun  2026,  dengan  ketentuan  sebagai

berikut:

a. Informasi  Publik  yang  dikelola  dan  dilayani  oleh  Pejabat

Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)  Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur

diberikan secara gratis dan tidak dipungut biaya;

b. dalam hal  Pemohon Informasi  Publik  memerlukan salinan

informasi  dalam  bentuk  cetak/fotokopi,  penggandaan

dilakukan sendiri oleh Pemohon Informasi Publik di sekitar

lingkungan  Kantor  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum

Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan biaya penggandaan

ditanggung sepenuhnya oleh Pemohon Informasi Publik;

c. dalam hal  Pemohon Informasi  Publik  memerlukan salinan

informasi dalam bentuk data elektronik, Pemohon Informasi

Publik dapat menyediakan Media penyimpanan digital untuk

keperluan perekaman data atau informasi yang dimohonkan.

KEDUA : Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  KESATU

berlaku bagi seluruh permohonan Informasi Publik yang diajukan
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kepada Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID)

Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Kotawaringin

Timur.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 05 Agustus 2026

Ketua

        ${ttd}

MUHAMAD NATSIR, S.E
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